
 

 
 

 
 

BUPATI REMBANG 
PROVINSI JAWA TENGAH  

 
PERATURAN BUPATI REMBANG 

 

NOMOR  71 TAHUN 2020 
 

TENTANG 
 

TUGAS JABATAN PELAKSANA DAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI REMBANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Bupati Rembang 
Nomor 4 Tahun 2020 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana 
dan Jabatan Fungsional bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Rembang, guna pelaksanaan tugas 
pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat perlu disusun 

tugas jabatan pelaksana dan jabatan fungsional; 
 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud   
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Tugas Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Pegawai  

Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 

Tengah; 
 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014   
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 5494); 
 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang  

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23  Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016  

Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019    tentang    Perubahan      atas 
 

 

 

 

  

SALINAN 



Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019  
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6402); 
 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang   
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 
tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 

 
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur 

Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 1273);  
 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman 
Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26); 
 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 
tentang  Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang 
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Rembang Nomor 128) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 4 Tahun 2020 
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang 

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah 

Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan   
Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 151); 

 

9. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata 
Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati 

(Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28); 
 

10. Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2020 tentang 
Nomenklatur Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional Bagi 
Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten 

Rembang (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020  
Nomor 4); 

 
MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS JABATAN PELAKSANA 

DAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI 

LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG. 
 

 
 

 
 
 

 



BAB I 

 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang. 
 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 

Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonom. 

 
3. Bupati adalah Bupati Rembang. 

 
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. 

 

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah 
pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu 
jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 
 
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pemerintah 

Kabupaten Rembang. 
 

7. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah CPNS pada 
Pemerintah Kabupaten Rembang. 

 
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Bupati 

Rembang. 

 
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan 

melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian  
Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan 

yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang 

berdasarkan keahlian dan ketrampilan tertentu. 
 

11. Jabatan Pelaksana adalah Jabatan yang bertanggung jawab melaksanakan 
kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan 

pembangunan. 
 
12. Tugas Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan 
pemerintahan dan pembangunan. 

 
13. Ikhtisar Jabatan adalah serangkaian kegiatan yang menunjukkan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai dalam pelaksanaan 
pemerintahan dan pembangunan. 

 

Pasal 2 
 

Penetapan tugas jabatan pelaksana dan JF digunakan sebagai pedoman untuk : 
a. menetapkan perjanjian kinerja PNS; 

b. memberikan pedoman bagi PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari; 
c. mengukur dan menilai kinerja PNS sesuai dengan target bulanan dan tahunan; 

 

 



d. menyusun sasaran kinerja PNS (SKP). 

 
Pasal 3 

 
Dalam rangka menjaga keselarasan antara tugas jabatan pelaksana dan tugas 

atasan langsung dapat dilakukan evaluasi tugas jabatan pelaksana dan jabatan 
fungsional PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang secara berkala 

paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. 
 

Pasal 4 

 
Tugas jabatan pelaksana dan tugas JF PNS di lingkungan pemerintah Kabupaten 

Rembang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 
 

BAB II 
 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 5 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang. 

 
         Ditetapkan di Rembang 

         pada tanggal 30 Desember 2020 
 

BUPATI REMBANG, 
      
    ttd 

   
ABDUL HAFIDZ 

Diundangkan di Rembang 
pada tanggal  30 Desember 2020    

                       
Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG, 

 
             ttd                          

 
   EDY SUPRIYANTA 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2020 NOMOR  71 

 

 


